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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Pengelolaan usaha pertambangan setelah berlakunya Undang-Undang No 9 

Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah sudah diahlikan ke provinsi baik dalam 

proses pengurusan perizinan maupun pengawasan yang awalnya kabupaten 

kota memiliki wewenang dalam pengelolaan usaha pertambangan. Begitu 

pula pengawasan usaha pertambangan di ahlikan ke provinsi dan pusat. 

2. Implikasi dari berlakunya undang-udang no 23 tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah terhadap pengelolaan usaha pertambangan secara 

normaive dengan yuridis. Secara normative implikasinya timpang tindih 

aturan antra undang-undang no. 4 tahun 2009 dengan undang-undang no 3 

tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan aturan tentang pengelolan di 

tingkat kabupaten kota bahkan di cabut . Secara yuridis implikasinya 

berdampak pada Struktur organisasi/kelembagaan, personil, pendanaan 

sarana dan prasarana, akan banyak penambang tanpa izin, kerusakn 

lingkungan tidak terawasi, penerimaan bukan pajak pada sektor 

pertambanagan akan berkurang dan akan berdampak pada pembangunan 

darah 
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B. Saran  

1. Perlu adanya penambahan personil di tingkat provinsi Gorontalo  terhadap 

pengelolalan usaha pertambangan dan kabupaten/kota juga harus terlibat 

dalam pengelolaan usaha pertambangan 

2. Perlu adanya revisi kembali tentang undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang 

minerba agar dapat di sesuaikan dengan undang-udang no. 23 tahun 2014 

tentang pemerintah daerah, dan perlu adanya peraturan pemerintah dan 

peraturan mentri berkaitan dengan urusan bidang energi sumber daya mineral 

di kabupaten/kota 
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